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EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANNYA 

 DI ERA OTONOMI DAERAH 2020      

(Studi Kasus Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima) 
 

ABSTRAK 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan 

demokrasi di Desa diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung 

perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui 

pelaksanaan fungsi dan perannya. Badan permusyawatan desa (BPD) Oi Bura 

Kecamatan Tambora Kabupaten Bima adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dusun dan di pilih langsung oleh masyarakat desa. 

 Sebagaimana fungsi dan perannya Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) sebagai 

lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga penanmpung dan 

penyalur aspirasi masyarakat desa serta lembaga pengawasan penyelenggaraan 

pemerintah desa. Namun yang sering di temukan dan di rasakan masyarakat yaitu 

badan permusyawaratan desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagaimana mestinya dan banyak asprasi masyarakat yang tidak tersalurkan dan 

di anggap sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menata dan 

melaksanakan pembangunan. Adapun jenis penelitian yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari objek yang 

terdapat pada keadaan di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. 

Dalam penelitian ini seorang peneliti sebagai instrument, yang secara langsung 

melibatkan dari dalam subjek penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan 

yaitu penelitian ini dilakukan selama sebulan mulai dari tanggal, 1 Maret - 30 

Maret 2022. Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam melakukan penyusunan 

peraturan maupun kebijakan melalui mekanisme yang tercantum dalam Undang-

Undang. Penyusunan RKP Desa, RPJMDes, PERDes BPD selalu mengajak 

masyarakat dalam menyusun. Dalam tahap penyusunan perauran Desa, hasil 

musyawarahlah yang akan dijadikan dasar meneapkan peraturan desa. Badan 

Permusyawaratan Desa BPD berperan memberikan partisipasi langsung terhadap 

pemerinah desa serta masyarakat setempat dalam melakakan penanganan 

penyebaran virus Covid-19. Badan Permusyawaratan Desa BPD berperan dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa mulai dari pengawasan 

Anggaran serta meminta laporan hasil dari program kerja selama melaksanakan 

tugas sebagai pemerintah desa dan pengukuran pelaksanaan kinerja pemerintah 

melakukan berbagai macam pengamatan tentang pelaksanaan kegiatan kinerja 

pemerinah desa. Dari hasil pengujian yang dilakukan Badan Permusyawaratan 

Desa BPD terhadap pemerintah desa menuai hasil yang baik.  

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Fungsi 

dan Perannya  Di Era Otonomi Daerah 2020      
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai 

fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa, menggali, menampung mengolah dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Alam, 

2019: 89).  

 Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014; Desa adalah desa 

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Pemerintah desa adalah implementasi urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Pada 

dasarnya sebagai realisasi kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur 

pemerintah yang melayani masyarakat (Zainudin, 2016:338). 

 Pemerintah desa adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari kepala 

desa dan pejabat desa. Aparat desa bertanggung jawab untuk membantu 

kinerja kepala desa untuk menjalankan fungsi dan fungsi pemerintah desa. 
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Aparat desa terdiri dari sekretaris desa dan pejabat desa lainnya. Dengan 

alat desa, kepala desa para pemimpin pemerintah pemerintah desa 

memainkan peran penting dalam pengelolaan proses sosial di komunitas 

desa (Orcomna ddk,2014: 1). 

 Tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah 

untuk mengetahui bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, 

memberikan layanan sosial yang baik untuk membawa penduduknya ke 

kehidupan yang makmur, damai dan adil. Pemerintah desa diharuskan 

untuk lebih memahami apa kebutuhan warganya yang terdiri dari strata 

yang berbeda. Ini berarti bahwa pemerintah pemerintahnya dan 

pengembangan kebijakan diperlukan untuk melibatkan semua elemen 

masyarakat, yaitu sejauh mana, apa kondisi dan apa yang sebenarnya 

menjadi kebutuhan dari.  

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu elemen 

administrator pemerintah desa, dilatih sebagai sarana untuk implementasi 

demokrasi di desa, itu adalah untuk menunjukkan peran penting dalam 

mendukung realisasi desa yang baik Tata kelola melalui implementasi 

fungsinya dan perannya. Badan permusyawatan desa (BPD) Oi Bura 

Kecamatan Tambora Kabupaten Bima ialah lembaga yang menjalankan 

fungsi pemerintah yang anggotanya adalah perwakilan penduduk desa 

sesuai dengan perwakilan dusun dan dipilih langsung oleh masyarakat..  

 Sebagaimana fungsi dan perannya Badan Permusyawaratan Desa  

(BPD) sebagai lembaga legislasi desa, lembaga pengayom adat, lembaga 
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penanmpung dan penyalur aspirasi masyarakat desa serta lembaga 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Namun yang sering di 

temukan dan di rasakan masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa 

tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan 

banyak asprasi masyarakat yang tidak tersalurkan dan di anggap sangat 

mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menata dan melaksanakan 

pembangunan. 

 Hasil prasurvei tentang pelaksanaan fungsi dan perannya Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten 

Bima belum melaksanakan fungsinya secara baik sesuai amanat Undang-

Undang. Fungsi dan perannya berjalan ketika pada saat penyusunan  

Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), sedangkan 

fungsi yang lain tidak dijalankan dengan baik. Sehingga masyarakat 

bingung harus melaporkan kepada siapa, padahal Badan Permusyawaratan 

Desa adalah lembaga yang berperan penting dalam pembangunan Desa. 

 Berdasarkan uraian di atas maka  penulis ingin melakukan penetian  

dengan judul Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah (Studi 

Kasus : Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima).  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka 

berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa, khusunya di desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima ?    

2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora 

Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?  

1.3 Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah umtuk:  

1. Untuk mengetahui Kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya 

dalam penyelenggaraan pemerintah desa, khusunya di Desa Oi Bura, 

Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.   

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Oi Bura, Kecamatan 

Tambora, Kabupaten Bima, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

 4.1  Manfaat Penelitian   

 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka 

penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat untuk Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa. 

Adapun manfaat rencana penelitian ini sebagai berikut:  
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1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a) penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pola pemerintahan desa  

b) Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai evaluasi 

kinerja BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya di era otonomi 

daerah di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima 

c) Menambah pengetahuan bagi masya rakat umumnya dan bagi peneliti 

khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi 

masyarakat terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam bidang pembangunan desa dengan penyelenggaraan pemerintah 

yang demokratisasi.  

2. Manfaat atau kegunaan Praktis 

a) Manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

terhadap Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Menjalankan Fungsi dan Perannya di Era Otonomi Daerah di Desa Oi 

Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.  

b) Manfaat penelitian ini sebagai masukkan Pemerintah Kabupaten Bima 

dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat berfungsi belih baik dalam 

mengoptimalkan Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Era Otonomi 

Daerah Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 
No Nama 

Penelitia

n Tahun 

Judul  Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Orcomna 

Musa 

dkk, 

2014 

Evaluasi 

Kinerja 

Badan 

Permusyawar

atan Dalam 

Menjalankan 

Fungsi Dan 

Perannya Di 

Era Otonomi 

Daerah (Studi 

Di Desa 

Mosum Distri 

Moskona 

Utara 

Kabupaten 

Teluk Bintuni 

Provinsi 

Papua Barat) 

metode yang 

digunakan 

adalah 

metode 

penelitian 

deskriptif 

Secara umum kinerja 

Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) 

penyelenggara 

pemerintahan desa Desa 

Mosumu Kecamatan 

Moscona sudah baik oleh 

pemerhati dalam 

pelaksanaan fungsinya, 

namun belum maksimal. 

2. Alamsya

h 

Hamona

ngan 

Simbolo

n Dan 

Walid 

Mustafa 

Sembirin

g, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

Kinerja 

Badan 

Permusyawar

atan Desa 

Dalam 

Penyelenggar

a Pemerintah 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis 

penelitian 

yang  

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

Metode 

Kualitatif. 

Metode 

Kualitatif 

adalah 

penelitian 

yang bersifat 

deskriptif 

dan 

menggunaka

n analisis 

dengan 

pendekatan 

inuktif 

Hasil penelitian ini 

penting bagi tugas pokok 

dan fungsi Dinas 

Ketertiban Umum untuk 

mendukung tugas pokok 

Camat dan Kepala Daerah 

(Bupati) dalam 

pelaksanaan dan 

pelaksanaan program 

pemerintah daerah di 

bidang ketertiban umum. 

itu memainkan peran. 

Damai di tingkat 

kabupaten. 
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3. Haris 

Abdul, 

2015 

Kinerja 

Badan 

Permusyawar

atan Desa 

(BPD) dalam 

otonomi desa 

Metode  

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

destriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

 

(BPD) memenuhi fungsi 

dan tugasnya, namun 

belum optimal. Hal ini 

disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan 

tentang tugas dan fungsi 

anggota BPD, masalah 

keuangan BPD dan 

anggotanya, dan 

kurangnya keterlibatan di 

masyarakat karena 

kurangnya sosialisasi.. 

4. Lumemp

row dkk, 

2021 

Evaluasi 

Kinerja 

Pemerintah 

Desa Dalam 

Menjalankan 

Tugas Dan  

Fungsi (Studi 

di Desa 

Kotamenara 

Kecamatan 

Amurang 

Timur 

Kabupaten 

Minahara 

Selatan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode yang 

dignakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

Metode 

Kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengevaluasi kinerja 

pemerintah desa dalam 

memenuhi kewajiban dan 

fungsi kualitas kerjanya 

apabila hanya satu 

program kerja yang 

ditetapkan secara jelas. 

Pembagian kerja dan 

jadwal piket sebagai 

sarana pengurangan waktu 

dan manajemen. Semua 

pekerjaan dibagi secara 

merata menurut tugas, 

klien, dan fungsi. 

Komitmen kelembagaan 

struktur desa tidak diikuti 

dengan komitmen 

pribadi.. 
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5. Sutikno 

Bamban

g, 2015. 

Evaluasi 

Kinerja 

Badan 

Permusyawar

atan Desa 

(BPD) Di 

Desa 

Selinsingan 

Kecamatan 

Seluma Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jenis 

penelitan 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

“Deskriptif” 

yang 

menggunaka

n pendekatan 

kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi BPD diukur dari 

pelaksanaan fungsi 

legislasi, pengawasan, dan 

kesejahteraan. 

Pelaksanaan fungsi 

legislasi BPD Desa 

Selingsingang Kecamatan 

Selma Utara dilaksanakan 

secara ambisius, 

pelaksanaan fungsi 

pengawasan dilaksanakan 

secara tegas, dan fungsi 

perlindungan adat/adat 

desa dilaksanakan secara 

kritis. Pelaksanaan fungsi 

tersebut telah 

dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan hukum 

yang berlaku, namun 

karena birokrasi 

pelaksanaan fungsi 

legislasi masih belum 

optimal dan BPD Desa 

Selinsingan belum 

lengkap. 
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6. Andyana 

Putu 

Dira dan 

Inyoman 

Suprapta 

2021. 

Pelaksanaan 

Fungsi Badan 

Permusyawar

atan Desa 

BPD sebagai 

lembaga 

demokrasi 

desa di desa 

kalianget 

seririt 

kabupaten 

buleleng. 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari masyarakat, oleh 

masyarakat, untuk 

masyarakat, BPD Desa 

sebagai lembaga 

demokrasi desa desa 

Callianget, yang 

merupakan sarana 

demokrasi masyarakat 

desa dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa desa 

Callianget. menjalankan 

fungsinya, melaksanakan 

tugasnya, membahas dan 

menyepakati dengan 

kepala desa tentang 

rancangan peraturan desa, 

menyerap dan 

mengkomunikasikan 

aspirasi masyarakat desa, 

dan mengawasi kinerja 

kepala desa Kalianget. 

7. Mangoto 

Karlos, 

2017 

Mangoto 

Karlos 

(2017). 

Fungsi Badan 

Permusyawar

atan Desa 

(BPD) Dalam 

Penyelenggar

a Pemerintah 

Desa di desa 

leash 

Kecamatan 

Tagulangdang 

Kabupaten 

Kepulauan 

Sitaro. 

Metode 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan fungsi BPD 

di Desa Letha Kecamatan 

Taglandan Kabupaten 

Kepulauan Citaro belum 

optimal dan terlihat 

efektifitas pelaksanaan 

fungsi BPD. Bentuk 

kerjasama yang baik 

antara pemerintah desa 

dan BPD perlu 

dikoordinasikan dan 

ditingkatkan untuk 

mengatasi permasalahan 

dan hambatan. Hal ini 

memungkinkan 

pembangunan 

berkelanjutan dan 

kebaikan bersama untuk 

maju seperti yang 

diharapkan. 

 Sumber: Skripsi dan Jurnal 2014-2021 
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2.2 Definisi Evaluasi   

Evaluasi adalah upaya mengukur secara objektif sumber nilai 

untuk mencapai hasil yang direncanakan sebelumnya, dan hasil evaluasi 

dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perencanaan masa 

depan (Yusuf, 2010: 41). 

Istilah lain peringkat dapat diartikan sebagai nilai numerik (rating) 

atau peringkat (Simbolon dkk, (2015: 146). 

Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja individu, tetapi 

proses pengukuran selalu membandingkan dengan kriteria, tujuan atau 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang disepakati dengan Uno 

(2012:12). Konsisten dengan hal tersebut, Wirawan (2012:11) menyatakan 

bahwa penilaian kinerja adalah proses melakukan penilaian kinerja yang 

dinilai, dan secara formal mengevaluasi kinerja yang dinilai terhadap 

perbandingan kriteria kinerja secara teratur, yang diklaim 

didokumentasikan dan diberitahukan kepada manajemen sumber daya 

manusia. pendukung keputusan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka di simpulkan bahwa: 

1. Evaluasi merupakan pernilaian perhadap pekerjaan yang dilakukan 

sebelumnya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pekerjaan 

selanjutnya. 

2. Evalausi adalah proses untuk mengukur kinerja seseorang dimana 

dalam mencapai tujuan yang ditargetkan. 
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3. Evaluasi adalah proses untuk melakukan penilaian kinerja seseorang 

dengan membandingkan standar yang ditetapkan oleh perusahaan 

tersebut. 

2.3 Definisi Kinerja   

Accomplishment adalah terjemahan dari achievement, yang berarti 

penampilan, pencapaian, atau kesuksesan. Treedin dan Russel (dalam Betti 

Nasution; 2010:141) menekankan bahwa outcome adalah hasil yang 

diperoleh setelah pekerjaan atau aktivitas dilakukan selama periode waktu 

tertentu. Menurut Moeheriono (2012:65), kinerja adalah catatan hasil yang 

dicapai dari suatu fungsi atau kegiatan selama periode waktu tertentu. 

Oleh karena itu, kinerja mengacu pada serangkaian hasil yang 

dicapai oleh seorang karyawan selama periode waktu tertentu. Pencapaian 

suatu hasil atau hasil dapat dinilai oleh penulisnya, baik secara individu 

(individual performance) maupun secara kelompok (group performance). 

Kinerja individu menggambarkan seberapa baik seseorang menyelesaikan 

tugas utama untuk memberikan hasil yang ditentukan oleh kelompok atau 

lembaga. Kinerja kelompok, di sisi lain, menggambarkan sejauh mana 

kelompok melakukan kegiatan utamanya untuk mencapai hasil yang 

ditentukan oleh lembaga Benardin dan Russell (dalam Betti Nasution; 

2010:141). 

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat memastikan kinerja dari 

hasil yang diperoleh dengan kerja keras, tujuan dan pendinginan tercapai 

sesuai, dan prosedur yang digunakan dimungkinkan. . Ini berjalan dengan 
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benar. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil atau hasil kerja dalam kegiatan 

atau kegiatan atau program yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja, antara lain::  

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja:  

Menurut Haris Abdul, (2015:8), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yantu:  

a. Masalah Pengetahuan  

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota suatu lembaga 

tentunya memerlukan penggunaan penuh pengetahuan tentang lembaga 

tempat seseorang bekerja..  

b. Masalah Dana/Anggaran  

Masalah pendanaan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

setiap kegiatan. Faktor keuangan merupakan salah satu masalah yang 

harus ditangani oleh suatu organisasi untuk mendukung operasinya 

dalam mencapai tujuannya.    

2.4 Definisi Ruang Lingkup Good Governance  

1. Definisi Good Governance 

Good governance yang dimaksud adalah proses pengelolaan 

kekuasaan negara untuk melaksanakan penyediaan Publik Good and 

Service yang disebut Government, sedangkan best practice disebut Good 

Governance. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan komitmen dan 
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partisipasi semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. (Sedarmayanti, 

2013:2). 

Di Indonesia Good governance sebenarnya sudah dirintis dan 

dilaksanakan sejak awal era reformasi, ketika sistem pemerintahan 

dirombak, membutuhkan proses demokrasi yang bersih, maka good 

governance merupakan salah satu alat reformasi yang pasti berlaku bagi 

pemerintahan baru. Namun melihat kiprah reformasi yang berlangsung 

selama 15 tahun, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya, 

pelaksanaan good governance di Indonesia belum bisa dikatakan berhasil 

sepenuhnya. 

Semangat reformasi melukiskan penyelewengan aparatur negara, 

dan menyerukan terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu 

mendukung kelancaran dan kelengkapan pelaksanaan fungsi-fungsi 

administrasi dan pembangunan pemerintahan negara dengan 

mengamalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, 

masyarakat juga meminta pemerintah untuk fokus memerangi korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN) agar tercipta pemerintahan yang bersih dan 

mampu mewujudkan Publik Good and Service yang diharapkan 

masyarakat. 

2. Pinsip-prinsip Good Governance 

Serdarmayanti, (2012: 2) menjelaskan good governance adalah 

merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

melaksanakan penyediaan publik good and service disebut governance ( 
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pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut 

good governance (kepemerintahan yang baik).  

Prinsip -prinsip Tata Kelola yang Baik (good governance) ada 

empat elemen atau prinsip utama yang dapat memberikan citra yang 

ditandai dengan tata kelola yang baik, seperti yang dikatakan oleh 

Serdamayanti (2012: 5), yaitu tanggung jawab, kewajiban untuk aparatur 

pemerintah untuk bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab dan 

penjamin itu dari semua tindakan dan kebijakan yang ditentukannya.  

Ini memiliki korelasi dari penelitian sebelumnya seperti Tomuka 

(2013: 9) dengan melihat penerapan prinsip -prinsip tata kelola yang baik 

dalam layanan Pablik, ditemukan bahwa faktor -faktor yang mendorong 

implementasi prinsip -prinsip tata kelola yang baik dalam layanan publik 

adalah yang sama Prinsip partisipasi, ketentuan dan aturan berlaku, 

prinsip transparansi dan prinsip -prinsip reaktif.  

Secara umum, layanan Pabik yang mempresentasikan prinsip -

prinsip tata kelola yang baik:  

a) Akuntabilitas: Pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk 

bertindak sebagai individu yang bertanggung jawab atas kebijakan 

dan kebijakan yang ditetapkannya. 

b) Transparansi: Tata pemerintahan yang baik akan transparan kepada 

masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. 

c) Keterbukaan: Kami ingin warga dapat berkomentar dan mengkritik 

pemerintah yang dianggap tidak transparan. 
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d) Aturan Hukum: Tata pemerintahan yang baik ditandai dengan 

adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat 

dalam semua kebijakan publik.   

2.5 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah terdiri dari pemuka-

pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi untuk mengayomi, 

adat istiadat, membuat peraturan desa,  meyetujui dan menetapkan 

anggaran desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dipilih melalui proses pemilihan secara demokrasi di desa yakni 

melalui pemilihan utusan wilayah yang ada didalam desa yang 

bersangkutan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk 

terbagi dalam beberapa wilayah dan keterwakilan unsur perempuan 

(Muhamadog dkk, 2020: 26).   

(Rozaki dkk, 2020:26) berpendapat bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa BPD merupakan wahana pengartikulasian aspirasi 

dan partisipasi, lembaga yang menjadi sarana kontrol pemerintah yang 

efektif. Pandangan Seragi lainnya adalah Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) merupakan mitra pemerintah desa dan membawahi kepemimpinan 

pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra 

pemerintah desa dan bertanggung jawab menjaga adat istiadat, 
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menetapkan peraturan desa dengan kepala desa, menyediakan wadah 

untuk menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat yang ada, 

dan mengadvokasi pelaksanaan pemerintahan desa. . Kepala desa harus 

memperhatikan pengelolaan desa. 

Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD 

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, yang bersama-sama 

mengucapkan sumpah/janji sebelum menjabat dan dibimbing oleh 

Bupati/Walikota. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih 

langsung dari antara anggota BPD dalam rapat Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) yang diadakan secara khusus.  

2. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

a. Fungsi  

Berdasarkan Perda Kabupaten Bima  No 1 Tahun 2017 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa tertera pada pasal 32 menjelaskan 

fungsi BPD sebagai berikut:  

➢ Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa;  

➢ Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  

➢ Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

b. Tugas Dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Terdapat pada pasal 33 pada Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan Tugas- 

tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti dibawah ini:  
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➢ Menggali aspirasi masyarakat.  

➢ Menampung aspirasi masyarakat.  

➢ Mengelola aspirasi masyarakat.  

➢ Menyalurkan aspirasi masyarakat.  

➢ Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD).  

➢ Menyelenggarakan musyawarah Desa.  

➢ Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa  

➢ Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 

Kepala Desa antara waktu.  

➢ Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa.  

➢ Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa  

➢ Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa.  

➢ Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah 

Desa dan lembaga Desa lainnya.  

➢ Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang- undangan.  

2.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah peta konseptual dari berbagai aspek yang 

diterapkan dalam proses tata kelola yang menjalankan roda organisasi. 

Inilah upaya peneliti untuk mendeskripsikan kerangka berfikir yang akan 
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dicoba diterapkan pada birokrasi pemerintah. Desa Oi Bura berperan 

sebagai desa yang nantinya akan dituju peneliti untuk mempelajari obyek 

yang telah ditentukan. 

Bagan 2.1. 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 

 

 

2.7   Definisi Konseptual   

Definisi konseptual adalah elemen penelitian yang menjelaskan 

karakteristik masalah yang akan diperiksa. Berdasarkan fondasi teoritis 

yang dijelaskan di atas, definisi konseptual dari setiap variabel dapat 

diajukan, sebagai berikut: 

Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi 

Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah 

Teori kinerja 

 Abdul ( 2015) 

Hasil 

Masalah pengetahuan 

 
Masalah dana/ anggaran 
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1. Definisi Good Governance 

Tata kelola yang baik (Good Governance)  merupakan proses 

penerapan kekuatan Neghe dalam realisasi pasokan publik dan layanan 

publik disebut tata kelola (pemerintah), sementara praktik terbaik disebut 

"tata kelola yang baik (Good Governance). Dengan perannya 

membutuhkan komitmen dan partisipasi semua pihak, yaitu pemerintah 

dan masyarakat. Sedarmayanti (2013:2).  

2. Pinsip-prinsip Good Governance 

Serdarmayanti, (2012:5) menjelaskan bahwa good governance 

adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan 

penyediaan barang dan jasa publik, yang disebut government atau 

pemerintahan, dan best practice disebut good governance.  

3. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari tokoh 

masyarakat desa dan berperan untuk melindungi adat, merumuskan 

peraturan desa, menyetujui dan menetapkan anggaran desa dengan kepala 

desa, menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat, serta 

penyelenggaraan pemerintahan desa. untuk memantau. 

4. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

a. Fungsi  

Berdasarkan Perda Kabupaten Bima  No 1 Tahun 2017 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tertera pada pasal 32 

menjelaskan fungsi BPD sebagai berikut:  



 

20 
 

➢ Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa;  

➢ Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 

dan  

➢ Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.  

b. Tugas Dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

Terdapat pada pasal 33 pada Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 

2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjelaskan 

Tugas- tugas BPD seperti dibawah ini:  

➢ Menggali aspirasi masyarakat.  

➢ Menampung aspirasi masyarakat.  

➢ Mengelola aspirasi masyarakat.  

➢ Menyalurkan aspirasi masyarakat.  

➢ Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD).  

➢ Menyelenggarakan musyawarah Desa.  

➢ Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa  

➢ Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan 

Kepala Desa antara waktu.  

➢ Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa.  

➢ Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa  



 

21 
 

➢ Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa.  

➢ Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah 

Desa dan lembaga Desa lainnya.  

➢  Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang- undangan.  

2.8  Definisi Operasional  

Variabel operasional adalah devisi yang terkait dengan variabel 

dengan memberikan makna atau kegiatan yang menentukan, atau 

memberikan operasiinal yang diperlukan untuk mengukur variabel -

variabel ini (Silalahi, 2012: 190). Tabel berikut tentang variabel 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini.     

Tabel 2.2. 

Definisi Operasional 

No Variabel Indikator Sub/Keterangan 

1. Evaluasi Kinerja 1.Masalah 

Pengetahuan 

Tentunya dalam menjalankan fungsi 

dan tugas seorang anggota atau 

lembaga, diperlukan pengetahuan 

yang baik tentang lembaga tempat 

orang tersebut bekerja. 

  2.Masalah 

Dana/Anggaran 

Masalah pendanaan merupakan 

masalah yang sangat penting dalam 

setiap kegiatan. Faktor keuangan 

merupakan salah satu permasalahan 

yang harus dihadapi oleh institusi 

untuk mendukung operasionalnya 

dalam mengimplementasikannya. 

Sumber: Diolah Oleh 2021  
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BAB III 

 

METODELOGI  PENELITIAN 

 

3.1      Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang terkandung dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif dari objek dalam situasi di Desa Oi Bura, 

Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Menurut Maykut dan Morehouse 

di Wowor (2015: 6) Metode penelitian Kuanlitatif adalah pemecahan 

masalah yang dipelajari dengan menggambarkan keadaan subjek atau 

objek penelitian seseorang, lembaga, komunitas, dll. sekarang berdasarkan 

fakta yang muncul.  

Penelitian kualitatif merupakan pencarian deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) 

yang lebih disorot dalam penelitian kualitatif, yayasan teoritis digunakan 

sebagai panduan sehingga tujuan penelitian sesuai dengan perkebunan. 

Selain itu, dasar teoretis ini berguna untuk memberikan citra umum dari 

konteks penelitian dan sebagai bahan untuk diskusi hasil penelitian, pada 

peneliti kualitatif menyimpang dari data, menggunakan teori yang ada 

sebagai subjek dan diakhiri dengan teori.  

Menurut deskripsi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati objek dan menentukan 

informan, berdasarkan masalah yang terkandung di desa, ini adalah dasar 

untuk menentukan keberhasilan penelitian dalam membaca dan memahami 

aspek yang diangkat Tentukan masalah. 
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3.2   Lokasi dan waktu penelitian     

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang akan diteliti oleh 

peneliti, dalam menggali dan mengkaji masalah-masalah, lokasi penelitian 

ini tempatnya di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. 

Dalam penelitian ini seorang peneliti sebagai instrument, yang secara 

langsung melibatkan dari dalam subjek penelitian sesuai dengan waktu 

yang ditentukan yaitu penelitian ini dilakukan selama satu bulan mulai dari 

tanggal, 1 maret - 30 maret 2022. 

3.3 Teknik Pemilihan Informan Dan Respondent  

Menurut Sugiyono (2015:38), sumber data penelitian berubah 

sesuai dengan perkembangan dan tujuan penelitian. Untuk penelitian 

kualitatif, sampel dan sumber data dipilih untuk menonjolkan perspektif 

Emik. Hal ini terkait dengan pendapat informan, bagaimana mereka 

melihat dan memaknai dunia dari sudut pandang mereka. Peneliti tidak 

bisa memaksa Anda untuk mendapatkan data yang Anda inginkan. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengambilan sampel yang tidak mungkin, dan peneliti menggunakan 

sampling desain dan pengambilan sampel bola salju dalam teknik 

pengambilan sampelnya. Target sampling adalah teknik yang 

mengidentifikasi sampel dari sudut pandang tertentu. Misalnya, 

melakukan penelitian tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) dan 

komunikasi antar organisasi. Contoh sumber data adalah pakar di bidang 

sumber daya manusia (SDM) dan komunikasi antar organisasi. 
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Pengambilan sampel bola salju, di sisi lain, adalah teknik di mana sampel 

ditentukan terlebih dahulu dan kemudian diperluas. Seperti bola salju 

panjang yang menggelinding tinggi. Pada sampel pertama dipilih satu atau 

dua orang, tetapi karena dua orang ini belum mengolah data yang 

diberikan, peneliti lebih berpengetahuan dan memiliki pengetahuan lebih 

dari dua orang sebelumnya, saya mencari orang lain yang bisa melengkapi 

data yang diberikan . Kami menambah jumlah sampel (Sugishirono, 2018: 

39). Menurut Surakhmad (2009:39), sumber data dalam penelitian ini 

dapat dibagi menjadi dua (dua) yaitu data primer dan data sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

Data primer ialah sumber data utama yang didapatkan oleh 

peneliti dengan cara melaksanakan observasi secara langsung di lokasi 

dan lokasi penelitian di Desa Oi Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, 

mengamati tindakan informant dan mewawancarai masyarakat di 

Kecamatan Tambora. Di bawah ini adalah beberapa respondent yang 

diharapkan memberikan data yang diperlukan, antara lain 
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Tabel 3.1. 

Daftar Nama Informan 

No  INFORMAN  JUMLAH INFORMAN  

1.  Kepala Desa Oi Bura  1 Orang 

2.  Ketua BPD Desa Oi Bura  1 Orang 

3.  Aparatur Pemerintah Desa Oi Bura  5 Orang 

4.  Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda 

Desa Oi Bura 

10 Orang 

5.  Jumlah  17 Orang 

  Sumber: Diolah Oleh Penulis 

3.3.2  Data Skunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 

membaca dan berbagai sumber lain yang terdiri dari dokumen lembaga 

resmi. Data sekunder juga dapat mengambil bentuk majalah, buletin, 

lampiran 40 lampiran, hasil survei, penggunaan data sekunder ini untuk 

memperkuat penemuan dan informasi lengkap yang telah dikumpulkan 

dengan pengamatan dan pemeliharaan.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk 

memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi 

3.4.1 Teknik Observasi 

 Pengamatan Imam Gunawan (2016: 143) adalah teknik 

pengumpulan data yang prosesnya ditujukan untuk kegiatan pengamatan 

tertentu, mencatat fenomena yang akan diperiksa. Teknik ini peneliti 

akan melakukan pengamatan yang mendalam dan secara akurat 

terhadap Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Menjalankan Fungsi Dan Perannya Di Era Otonomi Daerah 

Tahun 2020. 
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3.4.2 Teknik Wawancara   

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan pendapat melalui sesi tanya jawab untuk 

memperoleh informasi baru atau mengembangkan informasi awal. 

Dalam penelitian ini apabila peneliti tidak menggunakan arahan 

wawancara maka penggunaan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat 

komplementer, dan wawancara tersebut dilakukan dalam bentuk 

pertanyaan dua-satu. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan 

ditujukan untuk pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dan 

rinci. Responden yang diminta untuk memberikan data yang dibutuhkan 

adalah:: 

Tabel 3.2.  

Daftar  Nama Informan 

No  INFORMAN  JUMLAH INFORMAN  

1.  Kepala Desa Oi Bura  

 

1  

2.  Ketua BPD Desa Oi Bura  

 

1 

3.  Aparatur Pemerintah Desa Oi Bura  

 

5  

4.  Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda 

Desa Oi Bura 

10  

5.  Jumlah   17   

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021 

3.4.3 Teknik Dokomentasi  

Dengan menggunakan media modern seperti handphone dan 

kamera, rekaman orang-orang yang sedang diuji di desa Oi Bura telah 
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didokumentasikan dengan audio, video dan foto, serta penelitian 

tambahan yang dilakukan oleh peneliti desa yang akan menjadi bahan 

referensi untuk. Dokumen ini merupakan catatan peristiwa masa lalu 

(Sugishirono, 2017: 329). Dokumen dapat berupa tulisan manusia, 

gambar, atau karya monumental. Dokumen tertulis seperti surat kabar 

intim, kisah hidup (life story), cerita, biografi, peraturan, politisi. 

Dokumen lama dapat digunakan untuk pencarian sebagai sumber data 

kamera yang dapat digunakan untuk pengujian, interpretasi, bahkan 

prediksi (Moleong, 2016:217).. 

4.4  Teknik Analisis Data  

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021:7), teknik 

dan analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

pengumpulan data dalam format paralel untuk membangun analisis guna 

menemukan kesimpulan.Ada tiga aliran kegiatan yang ada selama dan 

setelah pengumpulan. . Tiga komponen pencitraan, analisis, yaitu: 

4.4.1 Reduksi data  

PeReduksi data merupakan salah satu teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengatur, 

mengklasifikasikan, mengelola, menghilangkan, dan menata data yang 

tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Pengurangan tidak 

boleh diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang tersedia di lapangan 

sangat luas dan harus dicatat dengan cermat dan aman. Seperti 

disebutkan di atas, semakin banyak peneliti memasuki lapangan, 



 

28 
 

semakin kompleks dan kompleks kumpulan data yang tersedia. Untuk 

itu, reduksi data harus segera menganalisis data. 

Reduksi data berarti merangkum poin-poin utama, memilih 

poin-poin utama, memfokuskan poin-poin utama, mencari topik dan 

model. Oleh karena itu, telah diperkecil untuk memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan dan penyelidikan data 

tambahan jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan perangkat 

seperti komputer, notebook, dll. Ketika datang ke reduksi data, setiap 

peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.  

4.4.2  Penyajian Data  

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan menyiapkan sekumpulan 

informasi untuk memberikan kesempatan menarik kesimpulan. Format 

tampilan untuk data kualitatif adalah teks negatif (dalam bentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penelitian kualitatif 

dapat menyajikan data dengan menggunakan tabel, grafik, piktogram, 

dll. Berkat penyajian data, data disusun menjadi model hubungan, 

terorganisir dan mudah dipahami.     
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4.4.3 Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)  

Pengambilan kesimpulan merupakan salah satu teknik 

analisis data kualitatif. Kesimpulan foto merupakan hasil analisis dan 

dapat digunakan untuk tindakan. 

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan ditarik dan 

diverifikasi. Kesimpulan awal yang ditarik selalu bersifat pendahuluan 

dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk 

mendukung langkah pengumpulan data selanjutnya. mengumpulkan 

data. Kesimpulan dari penelitian kualitatif karena itu dapat menjawab 

rumusan masalah puitis asli, tetapi mereka tidak bisa. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif selalu bersifat sementara, 

berkembang setelah peneliti kemudian memasuki lapangan.    
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